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PENDAHULUAN

Secara kodrati, manusia tidak dapat hidup seorang diri. Sebagai zoon
politicon, manusia selalu membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan
hidupnya. Dalam berinteraksi tersebut sangat mungkin menimbulkan apa yang
dinamakan “conflict of interest”. Inilah yang nantinya disebut sebagai Raison d’etre
nya hukum atau apa yang menyecbabkan hukum timbul (Sudikono Mertokusumo,
1999: 30). Jadi hukum di sini mempunyai arti penting yaitu antara lain untuk
menyelesaikan atau mencegah konflik kepentingan antar manusia.

Sebenarnya hukum hanya salah satu norma yang ada dalam masyarakat
(norma sosial). Norma-norma inilah yang mengatur kehidupan masyarakat untuk
menciptakan masyarakat yang tertib dan teratur. Masing-masing norma mempunyai
ciri yang berbeda, meskipun tidak bisa dipisahkan secara tegas. Ciri yang menonjol
dari norma hukum adalah pembuatan norma tersebut secara sengaja oleh lembaga
yang berwenang dalam suatu masyarakat. Pada pembentukan hukum ini dapat dilihat
siapa yang menentukan jenis ketertiban atau aturan, yaitu oleh masyarakat sendiri
melalui wakil-wakilnya dalam suatu mekanisme kerja tertentu. Inilah mengapa
Radbrugh berpendapat bahwa norma hukum termasuk norma yang lahir dari
kehendak manusia (Satjipto Rabardjo, 2000:15). Hukum yang telah terbentuk
diimplementasikan dalam kehidupan masyarakat. Dari hal ini kita mengenal adanya
masyarakat hukum, suatu masyarakat yang kehidupannya dikendalikan oleh norma
hukum. Salah satu bentuk masyarakat hukum adalah Negara.

Selanjutnya, karena Negara merupakan masyarakat hukum, maka tentu saja
pengorganisasiannya diatur dalam suatu tata hukum. Tata hukum itu dibentuk oleh
badan yang diserahi wewenang untuk itu serta berlaku di wilayah Negara tersebut.
Tiap-tiap Negara mempunyai tata hukum sendiri untuk mengatur kehidupan
bermasyarakat dan bernegara. Demikian pula Indonesia yang sejak tanggal 17
Agustus 1945 telah menjadi bangsa yang merdeka. Sejak Proklamasi itulah terbentuk
Negara baru beserta tata hukum baru yeitu Tata Hukum indonesia atau Sistem Hukum
Indonesia. Hukum Indonesia merupakan suatu sistern hukum yang spesifik, dalam arti

ada beberapa hal yang membedakan hukum Indonesia dari sistem hukum negara lain.




dari sistem hukum negara lain. Untuk bisa mengetahuinya, maka pemahaman
mengenai pengertian dan tujuan hukum Indonesia serta aliran hukum yang telah
memberi warna pada praktek hukum Indonesia sangatlah diperlukan. Pluralisme
hukum perdata juga merupakan kespesifikan hukum Indonesia, mengingat pada
era hukum modem ini unifikasi dan hukum tertulis seolah menjadi kemutlakan.
Sehingga bagaimana hukum Indonesia tetap menghargai keanekaragaman hukum
dan menerima kehadiran hukum adat disamping hukum tertulis, merupakan
keunikan yang layak dipelajari
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